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1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3
dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah.

Dengan Dberjalannya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 pada tahun
ke dua maka Pengadilan Agama Samarinda perlu
meninjau  kembali atau mereview  untuk
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi,
dan Tata Kerja;

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja.
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Tembusan :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan Perjanjian
Kinerja, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan,
menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Pengadilan Agama Samarinda.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

2.  Sekretaris Mahkamah Agung RI

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGGAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
1 Terngudnya prosets a Persentase sisa perkara yang diselesaikan Jenilah St Peskara yurig disilesailisn . ' Laporan Bulanan dan
peradilan yang pasti, x 100% Panitera
Jumlah Siza Perkara yang Harus diselesaikan Laporan Tahunan.
transparan dan akuntabel
Catatan --> sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya
b Persentase perkara yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 100%
tepat waktu Jumlah Perkara yang ada X °
Catatan: L Bul d
e Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus| Panitera aporan Bulanan dan
. ) ) Laporan Tahunan.
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
¢ Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah
sisa perkara tahun sebelumnya
* Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
¢ Persentase penurunan sisa perkara
Tn.1—Tn
— x100%
Tnl
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Panitera Laporan Bulanan dan
. Laporan Tahunan.
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d Persentase perkara yang tidak Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 100%
mengajukan upaya hukum : Jumlah Putusan Perkara X °
- Bandi : L Bul d
anding Catatan: Panitera aLporan l:_a:an an
- Kasasi Upaya hukum = Banding, kasasi, PK aporan fahunan.
- PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas
atas putusan pengadilan
e Index responden pencari keadilan yang| ) .
) Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
puas terhadap layanan peradilan
Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang] - Laporan Bulanan dan
Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Panitera

Pemerintah

sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Laporan Tahunan.




KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGGAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
2 3 4 5 6
Peningkatan Efektivitas a Persentase isi putusan yang diterima oleh . e
. . Jumlah 1si Putusan yang diterima tepat wakm 100% Laporan Bulanan dan
Pengelolaan Penyelesaian para pihak tepat waktu X ° Panitera
umlah Putusan
Perkara Jur sar Laporan Tahunan.
b Persentase perkara yang diselesaikan Jumlsh Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi o
melalui mediasi Jumlgh Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%
mieh Ferkara yang ¢l S . Laporan Bulanan dan
Panitera
Laporan Tahunan.
Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
c Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK yang| Jumlah berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan PK secara lengkap 100% | d
’ X o . Laporan Bulanan dan
iaj Panit
diajukan secara lengkap dan tepat waktu Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum anitera Laporan Tahunan.
d Persentase putusan yang menarik|
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website Laporan Bulanan dan
x 100% Panitera

yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus

Jumlah putusan perkara Laporan Tahunan.

Meningkatnya akses a Persentase  perkara
peradilan bagi masyarakat diselesaikan
miskin dan terpinggirkan

prodeo  yang|

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan X 100% Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.

Tomiah Perkara Prodec Dirjen Badilag, dan Panitera

Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan

jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

x 100%

Jumlah Perkara yang seharusnya dizelesaikan diluar
gedung pengadilan

Catatan:
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan

(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Dirjen Badilag

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan.

Persentase perkara
(voluntair) identitas hukum

permohonan

Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan x 100%

Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan

Catatan:

Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri
dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta
perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara

Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan.




NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA FORMULASI/PERHITUNGGAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.
Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas
Kependudukan Catatan Sipil
d Persentase Pencari Keadilan Golongan
tertentu yang mendapat layanan Bantuan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100% . Laporan Bulanan dan
Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Panitera Laporan Tahunan.
Catatan :
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4 Meningkatnya Kepatuhan a Persentase Putusan Perkara Perdata yang| -
Terhadap Putusan ditindaklanjuti (dieksekusi) Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti x 100% Laporan Bulanan dan
Panitera

Pengadilan

Jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Laporan Tahunan.

Samarinda, 5 Februari 2018
Ketua,

!

#t/s. H. Syahruddin, S.H., M.H
NIP. 19561108 198203 1 003






